
 
 

 

  

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA SAMARINDA 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA 

NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN 

JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA 

 

       SEKRETARIS  KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, 

akuntabilitas, dan transparansi Pengadaan Barang dan 

Jasa Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menunjuk 

dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 

pada Sekretariat KPU Kota Samarinda; 

 b.   bahwa Aparatur Sipil Negara yang nama, pangkat dan 

jabatannya tercantum dalam isi penetapan Keputusan ini 

dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan 

ditetapkan sebagai Pejabat sebagaimana dimaksud pada 

huruf  a; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota 

Samarinda tentang Penunjukan dan Pengangkatan 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;                      
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 
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6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara  Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1736); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang 

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada 

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2024;  

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 03/Setjen/Tahun 2015 

tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa 

Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 

Kantor Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN 

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

SAMARINDA. 

KESATU : Menunjuk/mengangkat : 

 N a m a :  Listina Luat, S.E 

 N I P : 19760107 200902 2 002 

 Jabatan : Penyusun Laporan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemilu 

 selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. 

KEDUA : Staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan 

honorarium masing-masing sebesar Rp680.000,00 setiap 

bulannya dan mempunyai tugas yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA 

sewaktu waktu dapat berubah menyesuaikan besaran DIPA 

Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 

2024. 

KEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 

Nomor SP DIPA-076.01.2.658930/2024 Tanggal 24 November 

2023. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

     Ditetapkan di Samarinda 

     pada tanggal  2 Januari 2024 

                                     

               SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

                 KOTA SAMARINDA,  

      Ttd  d 

         ttd. 

 

             UNI EKA WIRAWATI 

 

 


